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Abstrak: Penelitian menunjukkan bahwa pekerja di Indonesia belum memiliki perlindungan hukum yang memadai
terhadap keselamatan dan kesehatannya. Hal ini menjadi permasalahan karena banyak kendala yang menyulitkan
perlindungan untuk bekerja dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang penerapan dan pengaturan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada suatu perusahaan, dengan fokus pada aspek hukum kelalaian dalam
memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang berujung pada meninggalnya pekerja. Selain itu, tulisan
ini akan menganalisis putusan perkara Nomor 107/Pid.C/2021/PN.Kis yang relevan dengan topik K3 dan implikasi
hukumnya. Dengan mengkaji isu-isu tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman
akan pentingnya K3 di tempat kerja dan implikasi hukum bagi pengusaha yang mengabaikan tanggung jawabnya, yang
pada akhirnya berujung pada kematian pekerja.
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Abstract: Research shows that workers in Indonesia do not have adequate legal protection
for their safety and health. This is a problem because there are many obstacles that make
it difficult for protection to work properly. This article aims to discuss the implementation
and regulation of Occupational Health and Safety (K3) in a company, with a focus on the
legal aspects of negligence in providing occupational safety and health protection which
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Pendahuluan

leads to the death of workers. Apart from that, this article will analyze the decision in case
Number 107/Pid.C/2021/PN.Kis which is relevant to the topic of K3 and its legal
implications. By examining these issues, this article aims to contribute to the
understanding of the importance of K3 in the workplace and the legal implications for
employers who neglect their responsibilities, which ultimately leads to the death of
workers.

Keywords: Legal protection for workers, Occupational Safety and Health (K3),
Negligence in Occupational, Safety and Health Protection.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan aspek yang vital dalam lingkup

dunia kerja. Di Indonesia, pekerja masih menghadapi tantangan besar terkait perlindungan
hukum terhadap K3 mereka. Banyaknya insiden kecelakaan dan penyakit akibat kerja
menunjukkan bahwa perlindungan yang ada belum memadai untuk melindungi pekerja
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secara efektif (ILO, 2023; Wiratama, 2023; Wiwoho, 2023). Implementasi K3 di perusahaan-
perusahaan seringkali terhambat oleh berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber
daya, pemahaman yang kurang akan pentingnya K3, hingga kelalaian dalam penerapan
standar keselamatan yang berujung pada kecelakaan fatal (Aziz, 2022; Ginting, 2023).
Kendala-kendala ini memberikan kontribusi terhadap meningkatnya risiko kecelakaan dan
kematian di tempat kerja (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2023; Gregorczyk, 2022;
Izziyana, 2019).

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang
didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan
pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan
pada nilai kepastian (Nugroho, 2019; Reynolds-Wright, 2018). Walaupun konsep berprinsip
bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal
tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)
dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (eror) baik
kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan,
pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahakan
kepadanya (Hattu, 2020; Liu, 2013; éwiatkowska, 2013).

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin
keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya
dan manusia pada umumnya, hasil karya, dan budayanya menuju masyarakat makmur dan
sejahtera. Pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya
dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa
maupun industri (Lippel, 2010; Mangkunegara & Prabu, 2002; Meyer, 1992; Watt, 1998).

Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu setiap pegawai mendapat jaminan
keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis, setiap
perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, semua hasil produksi
dipelihara keamanannya, adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
gizi pegawai, meningkatkan kegairahan, keserasian, dan partisipasi kerja, terhindar dari
gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja, dan setiap
pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Salah satu isu yang muncul adalah kelalaian dalam memberikan perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja yang berujung pada kecelakaan serius, bahkan kematian,
bagi para pekerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum
dari pihak-pihak yang terlibat, terutama pengusaha, dalam menjalankan kewajiban mereka
terkait dengan K3. Selain itu, pertanggungjawaban hukum bagi pengusaha yang tidak
memenuhi kewajiban perlindungan K3 juga menjadi isu yang relevan. Masih minimnya
penegakan hukum terhadap pelanggaran K3 telah memberikan celah bagi pengusaha yang
mengabaikan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya berujung pada dampak yang
merugikan bagi para pekerja. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat
dipungkiri. Selain dari aspek kemanusiaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang baik juga
berkontribusi pada produktivitas dan kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Namun,

https://journal. pubmedia.id/index.php/lawjustice



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Number 4, 2024 30f 10

dalam praktiknya, masih terdapat banyak perusahaan yang tidak memprioritaskan aspek
K3 dengan serius.

Penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang pelaksanaan dan pengaturan
keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Fokus utama
akan diberikan pada aspek hukum kelalaian dalam memberikan perlindungan K3 yang
berujung pada meninggalnya pekerja. Menganalisis putusan perkara seperti Nomor
107/Pid.C/2021/PN.Kis menjadi penting dalam memahami dinamika hukum yang berkaitan
dengan K3. Putusan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang
bagaimana sistem peradilan mengatasi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran K3 dan
dampaknya terhadap tanggung jawab pidana pengusaha. Melalui penelitian ini,
diharapkan akan tercapai pemahaman yang lebih baik akan pentingnya K3 di tempat kerja
serta implikasi hukum yang akan dihadapi oleh pengusaha yang mengabaikan tanggung
jawab mereka dalam melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan demikian,
dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan perlindungan K3 di
tempat kerja dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hal ini mendapatkan sanksi
yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif yang bertujuan untuk memberikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang
dilakukan. Metode ini merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian
hukum untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini fokus pada
studi terhadap berbagai peraturan hukum, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan
literatur hukum lainnya untuk memahami struktur norma-norma tersebut. Sekalipun
hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum harus dilakukan dalam kerangka yang
memperhatikan moralitas dalam kaitannya dengan kegiatan akademik dan praktik.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan dan Pengaturan Keselamatan Kesehatan Kerja di sebuah Perusahaan
Pelaksanaan dan pengaturan keselamatan kesehatan kerja (K3) di sebuah
perusahaan adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. K3 bukan hanya tanggung
jawab individu tetapi juga tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. Perusahaan harus
memiliki kebijakan K3 yang jelas dan komitmen yang kuat dalam melindungi keselamatan
dan kesehatan pekerja. Kebijakan K3 ini harus dikembangkan dengan perencanaan yang
tepat dan diintegrasikan ke dalam strategi perusahaan. Saat menerapkan K3, perusahaan
harus memastikan bahwa semua karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pekerjaan
mereka. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa semua pekerja mempunyai akses
terhadap fasilitas medis dan peralatan keselamatan yang diperlukan untuk pekerjaan.
Dalam konteks Indonesia, perusahaan harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan
oleh Menteri Tenaga Kerja (MEN) No. 05/MEN/1996, yang menjelaskan bahwa sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah suatu sistem manajemen
secara keseluruhan yang mencakup pengendalian dan aktivitas kerja risiko yang relevan
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untuk menetapkan latar belakang yang aman dan efektif untuk merumuskan, menerapkan,
mengevaluasi dan memelihara struktur organisasi, tanggung jawab, pelaksanaan, dan
pengawasan (Mayuni & Trianasari, 2021).

Pelaksanaan K3 di perusahaan memerlukan komitmen dari manajemen puncak
hingga level operasional melalui berbagai langkah terintegrasi. Setiap perusahaan
diwajibkan untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program K3, anggota P2K3
dalam perusahaan harus terdiri dari perwakilan manajemen dan pekerja. Penyediaan alat
pelindung diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan risiko yang ada, serta sarana
K3 seperti kotak P3K, alat pemadam kebakaran, dan rambu-rambu keselamatan,
merupakan langkah penting yang harus dilakukan berdasarkan penilaian risiko yang
menyeluruh. Pelatihan K3 yang rutin dan terstruktur diperlukan untuk meningkatkan
kesadaran dan keterampilan pekerja dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko
kerja, termasuk pelatihan bagi pekerja baru dan pelatihan berkala untuk semua pekerja.
Selain itu, perusahaan harus secara rutin melakukan audit dan inspeksi K3 untuk
memastikan bahwa semua prosedur dan peralatan K3 berfungsi dengan baik dan sesuai
dengan standar yang ditetapkan. Pengelolaan risiko melibatkan identifikasi bahaya,
penilaian risiko, serta pengendalian risiko melalui eliminasi bahaya, substitusi, penggunaan
peralatan pengendali teknik, dan implementasi prosedur kerja yang aman. Dengan
langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan
sehat bagi para pekerja.

Pengaturan mengenai K3 di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan
peraturan yang mengikat perusahaan untuk mematuhi standar K3 yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja meliputi
dasar hukum utama yang mengatur keselamatan kerja di Indonesia. Dalam undang-
undang ini, perusahaan diwajibkan untuk memastikan keselamatan kerja bagi setiap
pekerja melalui berbagai langkah seperti penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan
K3, dan pengawasan terhadap kondisi kerja. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen
K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen K3 ini harus
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 50
Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
memperjelas kewajiban perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3 dan
memberikan panduan lebih rinci tentang implementasinya, perusahaan diwajibkan untuk
melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko di tempat kerja.
Budaya K3 yang aman dan sehat dapat dibangun melalui pelatihan dan pengawasan yang
terus-menerus. Dalam hal ini, perusahaan harus memastikan bahwa semua pekerja
memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi terhadap bahaya dan cara mengatasi
berbagai bahaya yang dihadapi dalam pekerjaan.
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2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pengusaha Yang Tidak Menjalankan Kewajiban
Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sehingga Mengakibatkan
Kematian Pekerja Buruh

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk bertanggung
jawab atas tindak pidana yang telah mereka lakukan atau dalam kata lain suatu penilaian
untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat diminta
pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi (Sianturi, 1986). Pada dasarnya,
pertanggungjawaban pidana adalah sistem yang dibentuk oleh hukum pidana untuk
menanggapi suatu pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana dianggap ada, kecuali jika
terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana tersebut. Sehingga, seseorang akan
dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya melanggar hukum,
namun pertanggungjawaban tersebut dapat terhapus jika ditemukan unsur yang
menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab pada individu tersebut. Ini berarti
bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana jika ia melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan hukum, memiliki kesalahan, dan memiliki kemampuan untuk
bertanggung jawab atas perbuatannya (Rambing, 2023).

Unsur kesalahan adalah unsur yang paling penting dalam pertanggungjawaban
pidana. Dalam konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana bukanlah mengenai
apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana, melainkan apakah pelakunya memiliki
kesalahan. Kesalahan merujuk pada kondisi psikologis tertentu pada pelaku tindak pidana
dan hubungan antara kondisi tersebut dengan tindakan yang dilakukannya sehingga
pelaku tersebut dapat dianggap bersalah. Van Bemmelen dan van Hattum berpendapat
bahwa pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang
dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum,
mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan
pelakunya. Keputusan untuk mempidanakan seseorang yang melakukan tindak pidana
tergantung pada apakah pelaku memiliki unsur kesalahan atau tidak (Widyana, 2010).

Unsur kemampuan untuk bertanggung jawab juga merupakan salah satu unsur yang
diperlukan agar seorang pelaku dapat dipidanakan. Jika terdapat keadaan di mana seorang
pelaku tidak dapat dianggap mampu bertanggung jawab, maka perbuatan tersebut tidak
akan bisa dijadikan pertanggungjawaban baginya, sehingga ia akan dibebaskan dari semua
tuntutan hukum (van Bemmelen, 1984). Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana
adalah keadaan psikologis yang normal dan matang yang meliputi tiga kemampuan, yaitu:
(a) memahami konsekuensi dari perbuatannya sendiri, (b) menyadari bahwa perbuatannya
tidak diterima atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) memiliki kemampuan untuk
mengendalikan perilaku tersebut. Dimana ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif,
maksud dari hal tersebut adalah jika salah satu kemampuan bertanggung jawab tidak
terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana seringkali berkaitan dengan kecelakaan kerja di mana
dalam penyelidikan ditemukan indikasi bahwa penerapan atau pelaksanaan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja/buruh tidak sesuai prosedur, sehingga berpotensi
menyebabkan kejadian tidak diinginkan tersebut. Undang-Undang No 1 Tahun 1970
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tentang Keselamatan Kerja, menegaskan bawah pekerja dilindungi dari kecelakaan kerja.
Upaya pencegahan kecelakaan kerja dilakukan melalui program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan kerja merupakan usaha untuk menciptakan kondisi
yang aman dan sehat di tempat kerja, baik untuk pekerja maupun lingkungan kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja dianggap sebagai hak asasi bagi para pekerja. Demikian
pula, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan
bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk dilindungi dalam hal Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, moral, kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-
nilai agama.

Kegagalan perusahaan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang berdampak merugikan bagi pekerja/buruh yang
sedang bekerja di perusahaan tersebut. Dampaknya dapat berupa luka ringan hingga berat,
kecacatan permanen, bahkan kematian. Perusahaan konstruksi harus memastikan bahwa
protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan secara ketat di area produksi
maupun area pembangunan, karena kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan
ketidaknyamanan bagi pekerja/buruh dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja.
Kecelakaan kerja diartikan sebagai kejadian tak terduga yang mengganggu aktivitas dan
dapat menyebabkan kerugian baik bagi manusia maupun harta benda. Dalam konteks
pertanggungjawaban pidana, hal tersebut dapat diajukan terhadap pengurus yang secara
jelas memimpin korporasi tersebut. Dimana hal Ini disebabkan oleh kemampuan korporasi
untuk bertanggung jawab dan dapat dianggap bersalah atas tindak pidana yang dilakukan,
berdasarkan prinsip-prinsip seperti teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Dimana
korporasi diakui terlibat dalam suatu tindak pidana, namun individu-individu yang
bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya adalah anggota atau pengurusnya,
selama hal ini jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam aturan
internal korporasi tersebut. Seorang pengurus wajib mematuhi semua persyaratan dan
ketentuan yang berlaku untuk usaha dan tempat kerja yang mereka jalankan (Undang-
Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 9 Ayat 4). Kecelakaan kerja
merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diinginkan, terutama bagi pekerja/buruh
yang hanya mengikuti perintah dari atasan. Perusahaan yang mempekerjakan mereka
memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak-hak mereka, termasuk upaya untuk
menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jika terdapat pelanggaran yang
memenuhi kriteria tertentu, maka pertanggungjawaban pidana dapat diajukan.
Pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan juga berhak mendapatkan santunan dan ganti
rugi.

3. Analisis Terhadap Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN.Kis

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana/hukuman sebagai suatu usaha yang sah untuk
menimbulkan penderitaan pada seseorang melalui suatu proses pidana yang secara sah
dan meyakinkan terbukti bahwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Pidana perlu
dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga
berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini, pidana sebagai bagian dari reaksi sosial

https://journal. pubmedia.id/index.php/lawjustice



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Number 4, 2024 7 of 10

manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang
mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas
pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap
perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan atau setidaknya tidak
menyenangkan (Qadir, 2020).

Berdasarkan keterangan saksi dalam putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis.
pertanggungjawaban pidana pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan k3 yang
menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia. Terkait pada putusan dan keterangan saksi
penjatuhan pidana putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 ayat (2) akan tetapi apabila diperhatikan kembali pasal-pasal
tersebut, terutama pada bagian sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya
3 bulan atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah terbilang minimal meskipun
menggunakan kalimat selama-lamanya dan setinggi-tingginya. Perbandingan
permasalahan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja berdasarkan
putusan nomor 149/Pid.B/2013/Pn.Dps. Tentang bentuk pertanggungjawaban pidana
penjara akibat perbuatan yang dilakukan Nanang Budi Yono, yaitu pidana penjara paling
lama 5 tahun atau pidana penjara paling lama 1 tahun karena melakukan perbuatan yang
mengakibatkan matinya orang lain menurut pengertian Pasal 359 KUHP. Ancaman pidana
yang dijatuhkan hakim jauh lebih berat dibandingkan pidana kecelakaan kerja berdasarkan
Putusan Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis. Apabila terdakwa dipidana hanya 3 bulan penjara
dan tidak perlu menjalani hukuman tersebut kecuali terdakwa melakukan tindak pidana
sebelum berakhirnya masa hukuman tersebut dan dijatuhkan hukuman lain di kemudian
hari.

Apabila dilihat kembali kronologi kecelakaan, pengusaha dinyatakan lalai karena
tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkut “Brunch Scrapper
Fruit” dalam memenuhi persyaratan keselamatan kerja berdasarkan UU Nomor 1 Tahun
1970 Pasal 3 a dan Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang keselamatan kerja dan Pasal 173 Ayat
1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perlindungan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Pengusaha
tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan UU Nomor 1
Tahun 1970, Pasal 3.a dan Pasal 4 (1), Pasal 2 tentang keselamatan kerja jo Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor 08 Tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pesawat
angkat dan angkut, Pasal 171 (1) apabila mempekerjakan operator pesawat angkut yang
tidak memiliki izin K3. Besar kemungkinan pengusaha tersebut akan dipidana sesuai Pasal
359 KUHP. Artinya, seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling
lama satu tahun. Sebab, terdakwa melakukan unsur kelalaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 359. Artinya, pelaku yang melanggar ketentuan pasal tersebut dan menjadi
korban kejahatan akan menderita kerugian yang lebih besar.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
Per.09/Men/Vii/2010 Pasal 1 Ayat 1 mengatur bahwa pengoperasian pesawat angkat dan
angkut dilakukan oleh operator. Operator adalah seorang pekerja dengan kualifikasi
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khusus tentang keterampilan dan kemampuan laporan inspeksi dan penilaian kecelakaan
pada pengawasan ketenagakerjaan wilayah IV dalam mengoperasikan pesawat angkat dan
angkut. Kemudian, pada ayat 10 Pasal 1, seorang pekerja harus mempunyai izin
keselamatan dan kesehatan kerja, jenis dan kualifikasi untuk mengoperasikan pesawat
angkut dan angkut.

Simpulan

Pelaksanaan dan pengaturan keselamatan kesehatan kerja (K3) di sebuah perusahaan
adalah sebuah keharusan yang tidak boleh diabaikan. K3 bukan hanya tanggung jawab
individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah. Perusahaan
wajib memiliki kebijakan K3 yang jelas dan komitmen yang kuat untuk melindungi
keselamatan dan kesehatan pekerja. Di Indonesia, pengaturan K3 diatur oleh berbagai
undang-undang dan peraturan yang mengikat perusahaan untuk mematuhi standar K3
yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja adalah dasar hukum utama yang mengatur keselamatan kerja di Indonesia.
Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan diwajibkan untuk menjamin keselamatan
kerja setiap pekerja melalui berbagai tindakan seperti penyediaan alat pelindung diri
(APD), pelatihan K3, dan pengawasan kondisi kerja. Kegagalan perusahaan dalam
menerapkan K3 dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang merugikan pekerja, mulai dari
luka ringan hingga berat, kecacatan permanen, bahkan kematian. Dalam konteks
pertanggungjawaban pidana, pengurus perusahaan dapat dikenai sanksi jika terbukti lalai.
Korporasi dapat dianggap bersalah atas tindak pidana berdasarkan teori pelaku fungsional
atau teori identifikasi, yang mengakui bahwa tanggung jawab pidana terletak pada
pengurus atau anggota korporasi. Pengurus harus mematuhi semua persyaratan dan
ketentuan yang berlaku untuk tempat kerja yang mereka jalankan. Berdasarkan putusan
Nomor 107/Pid.C/2021/PN Kis, pengusaha yang tidak menerapkan perlindungan K3
sehingga menyebabkan kematian pekerja dinyatakan lalai karena tidak melakukan
pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkut “Brunch Scrapper Fruit” sesuai
persyaratan keselamatan kerja dalam UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 a dan Pasal 4 Ayat 1 dan
Ayat 2, serta Pasal 173 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 08 Tahun 2020 tentang
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pesawat Angkat dan Pesawat
Angkut. Akibat kelalaian ini, terdakwa dipidana hanya 3 bulan dan tidak perlu menjalani
hukuman tersebut kecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa
hukuman tersebut dan dijatuhkan hukuman lain di kemudian hari. Dimana kemungkinan
besar pengusaha tersebut akan dipidana sesuai Pasal 359 KUHP. Pasal ini menyatakan
bahwa individu yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain dapat
dihukum penjara maksimal lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun. Terdakwa
dianggap telah melakukan kelalaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359.

Sudah seharusnya pengaturan hukum terkait tanggung jawab pidana pengusaha yang
tidak memberikan perlindungan K3 perlu diperbarui untuk memastikan kepatuhan yang
lebih baik dan efektif dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal ini terkait
dengan kasus di atas di mana seorang pengusaha dinyatakan lalai karena tidak menerapkan
perlindungan K3 yang memenuhi persyaratan hukum, sehingga menyebabkan kematian
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pekerja. Sanksi pidana yang diterapkan perlu diperbarui untuk mencerminkan tingkat
keparahan pelanggaran tersebut dan memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku.
Kemudian, seharusnya pertanggungjawaban pidana pelaku yang tidak menerapkan
perlindungan K3 yang menyebabkan pekerja buruh meninggal dunia dapat dijalani agar
penegakan hukum dapat berjalan secara maksimal. Kasus seperti ini menyoroti pentingnya
penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja.
Dengan menjalani pertanggungjawaban pidana, pelaku yang lalai dalam memberikan
perlindungan K3 akan menghadapi konsekuensi yang sesuai dengan kesalahannya.
Penegakan hukum yang maksimal dalam kasus ini akan menciptakan efek jera bagi
perusahaan dan individu yang mengabaikan standar K3. Ini akan memberikan pesan
kepada industri dan masyarakat bahwa keselamatan pekerja adalah prioritas yang tak bisa
ditawar. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
sistem hukum dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.
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